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A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis,
dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
(Widagdo, 2025). Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah meningkatnya
partisipasi kewarganegaraan (czvic participation) peserta didik (Argara Pasaribu et al., 2025), baik
dalam konteks sekolah maupun kehidupan sosial yang lebih luas(Yuli Astuti Hasanah et al.,
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2025). Namun demikian, berbagai fenomena menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
kewarganegaraan siswa di Indonesia masih tergolong rendah.

Secara nasional, berbagai laporan pendidikan dan kepemudaan menunjukkan bahwa
kurang dari 40% siswa aktif terlibat dalam kegiatan organisasi sekolah seperti OSIS, pramuka,
atau kegiatan sosial kemasyarakatan (Ani & Rosidin, 2025). Partisipasi dalam kegiatan
berbasis kepedulian sosial seperti bakti sosial, forum diskusi, maupun kegiatan advokasi siswa
bahkan berada pada kisaran 25-35% (Pebiani et al., 2025). Selain itu, keterlibatan siswa dalam
proses pengambilan keputusan di sekolah juga masih terbatas (Handoko et al., 2025), dengan
sebagian besar siswa berperan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang aktif. Hal
ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan
realitas implementasinya di lapangan.

Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman memiliki posisi
strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan karakter kewarganegaraan
(Saputro & Muslimah, 2025). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan
yang bertujuan meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa masih menghadapi berbagai
tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan ruang partisipatif bagi siswa (Novantika et al.,
20206), pendekatan pembelajaran yang masih didominasi oleh metode konvensional (zeacher-
centered) (Shandy & Juniantoro, 2021), serta belum optimalnya internalisasi kebijakan ke dalam
kegiatan pembelajaran maupun budaya sekolah.

Dalam perspektif teori cwic engagement, partisipasi kewarganegaraan tidak hanya
dimaknai sebagai keikutsertaan formal dalam organisasi, tetapi juga mencakup kesadaran
kritis, kepedulian sosial, serta keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah sosial (Rachman & Hosnan, 2025). Oleh karena itu, implementasi
kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu
mendorong pengalaman partisipatif yang nyata bagi siswa.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara
komprehensif mengenai beberapa hal diantaranya yaitu mengenai bentuk kebijakan
pendidikan di Madrasah Aliyah dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa
dalam perspektif Civic Engagement dan konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar, kemudian
proses, Bentuk Implementasi dan hasil atau dampak implementasi kebijakan Fokus ini
penting karena selama ini kajian mengenai kebijakan pendidikan seringkali berhenti pada
tataran konseptual atau evaluatif secara umum (Yuli Astuti Hasanah et al., 2025), tanpa
menguraikan secara mendalam proses implementasi dan dampaknya secara holistik.

Lebih lanjut, terdapat research gap yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Sebagian
besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan dalam aspek kognitif, penguatan karakter atau nilai moral siswa secara
umum, serta evaluasi program sekolah tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan teori cvic
engagement. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan
pendidikan dalam perspektif civic engagement di lingkungan Madrasah Aliyah masih relatif
terbatas. Penelitian sebelumnya juga cenderung belum mengintegrasikan analisis antara
dimensi kebijakan (po/icy), proses implementasi (process), praktik nyata (practice) dan hasil
(ontcome) dalam satu kerangka kajian yang utuh.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui pendekatan
komprehensif yang mengintegrasikan analisis kebijakan pendidikan dengan teori cwic
engagement, serta memfokuskan pada konteks Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan
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yang memiliki karakteristik khas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan
kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan model implementasi kebijakan
pendidikan yang lebih partisipatif dan kontekstual dalam meningkatkan partisipasi

kewarganegar aan siswa.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang
dipadukan dengan pendekatan evaluatif (Bado, 2021). Pendekatan ini dipilih karena
penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan pendidikan
dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa, tidak hanya pada tataran konsep,
tetapl juga pada proses pelaksanaan serta hasil yang dihasilkan di lingkungan Madrasah
Aliyah. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan
holistik (Harahap, 2020), sedangkan pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai
keberhasilan implementasi kebijakan secara sistematis (Rijal Fadli, 2021). Model evaluasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang
dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam (Nabila & Nadlir, 2025). Model ini dipilih karena
mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi kebijakan
pendidikan.

Dalam penelitian ini, komponen context digunakan untuk menganalisis latar belakang
dan tujuan kebijakan pendidikan terkait partisipasi kewarganegaraan siswa (Nasir et al., 2025).
Komponen /nput digunakan untuk mengkaji sumber daya, strategi, serta perangkat kebijakan
yang digunakan(Rahmat & Ambiyar, 2025). Komponen process berfokus pada pelaksanaan
kebijakan dalam praktik pembelajaran dan kegiatan sekolah. Sementara itu, komponen product
digunakan untuk menilai hasil atau dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan
partisipasi kewarganegaraan siswa berdasarkan perspektif civic engagement. Penelitian ini
dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Subjek penelitian ditentukan secara
purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan
langsung dengan implementasi kebijakan pendidikan di madrasah. Informan dalam penelitian
ini berjumlah 12 orang, yang terdiri atas kepala madrasah (1 orang), wakil kepala bidang
kesiswaan (1 orang), guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2
orang), guru Pendidikan Agama Islam (2 orang), pembina OSIS/pramuka (2 orang), serta
siswa yang aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial (4 orang). Jumlah ini dianggap memadai
untuk memperoleh data yang mendalam dan beragam terkait implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (Sundari
etal., 2024), observasi partisipatif, dokumentasi (Nilamsari, 2014). Observasi dilakukan untuk
mengamati secara langsung praktik partisipasi kewarganegaraan siswa dalam kegiatan sekolah
(Hasanah, 20106). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen
kebijakan, program kerja, serta arsip kegiatan yang relevan. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis interaktif model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang
meliputi tiga tahapan utama, vyaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan
mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan
pendidikan dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa, sekaligus mengevaluasi
keberhasilannya berdasarkan perspektif teori civic engagement.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Pendidikan di Madrasah Aliyah Dalam Meningkatkan Partisipasi
Kewarganegaraan Siswa Dalam Perspektif Civic Engagement Dan Konsep Amar
Ma’ruf Nahi Munkar

Bentuk Kebijakan
v v
Visi Misi Madrasah Alivah berkaitan | —p Kebijakan madrasah
dengan Civil Engagement
¥ ¥
1. Membiasakan warga madrasah 1.Kebijakan madrasah mengarahkan peserta didik untuk
untuk memiliki kedalaman terlibat dalam kegiatan pengembangan diri melalui
spiritual dan keagungan akhlak partisipasi pada akbvitas kokurikuler dan ekstrakurikuler

2. Terwujudnya peningkatan

sebagai sarana pembentukan tangzung jawab sosial.
Karakter Sosial (Disiplin, Jujur,

3 f::;tzasakan warga madrasah 2 Proses pembelajaran dirancang dengan pendekatan yang
untuk peduli lingkungan mendorong kemampuan berpikir kritis melalui pengkajian

4. Tersedianya kebijakan peduli berbagai fenomena sosial secara analitis.
dan berbudaya lingkungan ol

5. Pembiasaan kegiatan 3.Pembelajaran  dilaksanakan secara dialogis dengan
::Eféiﬂhl:nnjhgkungalfsehﬂmm memberikan ruang bagi pertukaran gagasan serta

6. Menyelenggarakan penghargaan terhadap keberagaman pandangan.

pembelajaran  yang  aktif,

kreatif, efektf, inovatif, 4. Kegiatan pembelajaran dikembangkan berbasis
menyenangkan, dan berbasis pengalaman nyata yang memungkinkan peserta didik
IT berinteraksi langsung dengan realitas sosial.

7. Pengembangan kurikulum

sesuai dengan kekhasan satuan 5.Madrasah menyediakan ruang partisipatif vang mendorong

didikan
3 Efle:lrﬁ;'tgkaﬂ(an kelancaran keterhba@ aktif siswa dalam diskusi dan proses
informasi dan komunikasi baik pembelajaran.

internal maupun eksternal

6.Peserta didik difasilitasi untuk mengemukakan pendapat,
menyampaikan argumen, serta melakukan refleksi
terhadap berbagai persoalan sosial.

7.Materi pembelajaran diintegrasikan dengan konteks
kehidupan nyata guna menumbuhkan kesadaran sosial dan
relevansi pembelajaran dengan dinamika masvarakat.

Tabel 1. Bentuk Kebijakan Pendidikan secara Institusional

Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk kebijakan pendidikan di Madrasah Aliyah
dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa menunjukkan adanya dua konstruksi
utama, yaitu (1) kebijakan normatif berbasis visi-misi dan (2) kebijakan operasional dalam
praktik pembelajaran (Akbar et al., 2025). Secara konseptual, kedua dimensi ini telah
mengarah pada pengembangan wwic engagement, namun jika dianalisis lebih dalam
menggunakan perspektif teori kebijakan dan pendidikan Islam, ditemukan bahwa
implementasinya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai dimensi transformatif.

Pada level normatif, visi—-misi madrasah menekankan pembentukan karakter religius,
sosial, dan kepedulian lingkungan (Dokumen Visi Misi Madrasah, 2024) . Hal ini
menunjukkan adanya pendekatan value-based education policy, yang sejalan dengan pemikiran
John Dewey bahwa pendidikan demokratis harus berangkat dari internalisasi nilai melalui

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
174




Evi Wiyanti
AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 05 No.03 (Mei 2026)

pengalaman sosial (Jamil et al., 2025) (Arifin, 2020). Dalam perspektif kebijakan, kondisi ini
dapat dianalisis menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III yang
menckankan pentingnya kejelasan formulasi kebijakan(Doni et al., 2025). Temuan penelitian
menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai ezvic engagement telah hadir dalam visi—misi, kebijakan
tersebut belum dirumuskan secara eksplisit dalam program yang operasional, sehingga
berhenti pada tataran normatif.

Jika dikaitkan dengan konsep amzar ma’ruf nabi munkar, kondisi ini merepresentasikan
tahap bi/ gqalb (kesadaran nilai) (Iskandar et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur
Rahman, pendidikan Islam seringkali berhenti pada internalisasi nilai moral tanpa mendorong
keterlibatan sosial nyata(Anam & -, 2024). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Yusuf al-
Qaradawi yang menekankan bahwa amar ma’ruf nahi munkar merapakan fardbu kifayah sosial
yang harus dilembagakan secara sistemik (Syakdiah, 2025), bukan sekadar nilai individual.
Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa kebijakan madrasah telah memiliki basis nilai
yang kuat, namun belum berkembang menjadi mekanisme kelembagaan yang mendorong
partisipasi aktif siswa.

Pada level operasional, kebijakan madrasah telah diwujudkan dalam praktik
pembelajaran yang mendorong diskusi, argumentasi, dan analisis isu sosial (Sulaiman et al.,
2024). Pendekatan ini sejalan dengan teoti experiential learning dari David Kolb serta problems-
based learning (Darwis et al., 2025) yang menekankan pembelajaran berbasis masalah nyata
(Kolb, 1984). Selain itu, praktik dialogis yang diterapkan mencerminkan pedagogi kritis dari
Paulo Freire yang menekankan pentingnya kesadaran kritis (critical conscionsness) (Datunsolang,
2017). Mahur et al., 2019)

Dalam kerangka civic engagement, praktik ini telah mendorong terbentuknya siswa
sebagal participatory citizen, sebagaimana dikemukakan oleh Joel Westheimer dan Joseph
Kahne (Ali, 2020). Namun, jika dikaitkan dengan konsep amar ma’ruf nahi munkar, praktik ini
baru mencapai tahap b/ /isan (diskursif), yaitu kemampuan menyampaikan pendapat,
berdialog, dan mengkritisi isu sosial (Asror et al., 2025). Hal ini juga selaras dengan teori
deliberatif dari Jurgen Habermas yang menekankan pentingnya ruang diskusi dalam
pembentukan kesadaran publik (Rizqgian, 2025). Meskipun demikian, berdasarkan analisis
menggunakan perspektif Robert Putnam, partisipasi yang terbentuk masih bersifat internal
dan belum berkembang menjadi keterlibatan sosial di masyarakat luas (Novak et al., 2004).
Kondisi ini menunjukkan adanya po/icy-practice gap (Jacoby & Ehrlich, 2009), yaitu kesenjangan
antara desain kebijakan yang progresif dengan implementasi yang belum optimal.

Jika dianalisis lebih lanjut dalam kerangka amar ma’ruf nabi munkar, madrasah belum
sepenuhnya mencapai tahap i/ yad (aksi nyata). Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Amien
Rais, amar ma’ruf nahi munkar mencakup tiga dimensi: kesadaran (bil qalb), advokasi (bil lisan),
dan tindakan nyata (bil yad)(Mutjoko, 2025), yang dalam cvic engagement setara dengan justice
oriented citizen (Westheimer & Kahne, 2004a) . Hal ini juga diperkuat oleh Khaled Abou El
Fadl yang menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, amar ma’ruf nabi munkar memiliki dimensi
kelembagaan melalui sistem Aisbah , yang merupakan bentuk partisipasi publik dalam
mengawasi kehidupan sosial(Hasibuan et al., 2024). Namun, temuan penelitian menunjukkan
bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara operasional dalam bentuk
program sosial yang terstruktur.
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Implementasi

Kebijakan Pendidikan di

Madrasah Aliyah Dalam

Meningkatkan Partisipasi Kewarganegaraan Siswa Dalam Perspektif Civic

Engagement Dan Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar

| Proses Implementasi ‘

!

2

Peran Guru

Strategi Pelaksanasn ‘

¥

W

il

Transformator Kebijakan
Fasilitator Pembelajaran
Desainer Pembelajaran
Eontekstual

Pengembang  Berpikir Krits
Siswa

Fasilitator Dialog

l

Hambatan |

=

Mengaitkan materi pelajaran
dengan izu sosial dan kehidupan
nyats siswa.

Mengzunaksan metode diskusi,
tanya jawsb, dan kerja kelompok
untuk mendorong ketarlibatan

Menciptakan suasana kelas vang
terbuka untuk bertukar pendapat
dan mengharzai perbedaan.

Hambatan

1.
2.
3.

Kebijakan masih bersifat implisit
Ketimpangan implementasi antar kelas
Pembelajaran belum konsisten berbasis
isu aktual

6. Fembentukan Farakter .
Kewarganegaraan slea. 4 Keterbatasan pengalaman belajar
7. Penggerak Partisipasi 3. Menghadirkan kasus-kasus sosial peng )
5. Nedistor Pengalaman Sosial sebagai  bahan analisis  dan nyata
reflelesi siswa. 3. Dominasi pembelajaran teoretis

Belum terpenuhinya indikator civic
engagement secara utiuh

5. Mendorong siswa aktif dalam 7. Kurangnya integrasi lintas mata
organisasi dan kegiatan sosial pelajaran
sekolah. 5. Kurangnyva implementasi dalam
6 Memfasilitasi sizwra unfuk kontek Kik
berinteraksi langsung dengan omieks pra
realitas sosial
7. Guru  membimbing,  bukan Faktor Pendukung
mm’:fn“i' dalam  proses 1. Kebijakan sekolah secara konseptual
E AjEran. menjembatani

5. Membangun budaya sekolah
vang mendukung  keterlibatan
sizwa dalam berbagai aktivitas.

2. Perizinan kegiatan berbasiz politik
sepert wawancara dan MOU terhadap
pihak pemerintahan mudah

Tabel 2. Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan

Temuan menunjukkan bahwa guru menjalankan berbagai peran strategis, mulai dari
transformator kebijakan hingga mediator pengalaman sosial (Rizal, 2025). Secara teoretis, hal
ini sangat sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menolak model banking education dan
menekankan bahwa guru harus menjadi fasilitator dialog yang membangun kesadaran kritis
siswa terhadap realitas sosial (Mahur et al., 2019). Peran guru dalam memfasilitasi diskust,
mendorong argumentasi, dan tidak mendominasi pembelajaran menunjukkan bahwa praktik
pendidikan di madrasah sudah bergerak menuju model dialogis tersebut (Fahmi et al., 2021).

Lebih lanjut, peran guru sebagai transformator kebijakan sejalan dengan konsep
transformative intellectual dari Henry Giroux (Imama et al., 2025). Dalam perspektif ini, guru
tidak hanya menyampaikan materi, tetapi menerjemahkan kebijakan abstrak menjadi praktik
pembelajaran yang bermakna (Seyyedi, 2025). Namun, temuan mengenai ketimpangan
implementasi antar kelas menunjukkan bahwa peran ini masih bergantung pada kapasitas
individu guru, bukan pada sistem yang terstandar. Artinya, secara struktural, implementasi
belum stabil.

Dalam perspektif Islam, peran guru ini mencerminkan fungsi azar ma’ruf nahi munkar.
Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, pelaksana amar ma’ruf harus memiliki ilmu,
kesadaran moral, dan kemampuan bertindak. Ketiga aspek ini terlihat dalam peran guru
sebagai pengembang berpikir kritis (Munawir et al., 2023), pembentuk karakter (Sunita,
2023), dan penggerak partisipasi (Hamdi Abdillah, LC., 2025). Dengan demikian, guru di
madrasah dapat diposisikan sebagai agen amar ma’ruf bil lisan, yaita membimbing siswa melalui
dialog dan kesadaran sosial.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

176



Evi Wiyanti
AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 05 No.03 (Mei 2026)

Strategi pelaksanaan yang ditemukan menunjukkan orientasi pada pembelajaran aktif,
kontekstual, dan berbasis pengalaman (Patria et al.,, 2025). Secara teoretis, hal ini sangat
relevan dengan model experiential learning dari David Kolb, di mana pembelajaran idealnya
melalui siklus pengalaman, refleksi, konseptualisasi, dan aksi (Kolb, 1984). Dalam praktik di
madrasah, siklus ini sudah berjalan pada tahap awal siswa diajak menganalisis isu sosial dan
berdiskusi, namun dalam hal ini belum optimal pada tahap aksi nyata.

Selain itu, strategi diskusi, kerja kelompok, dan analisis isu sosial mencerminkan
pendekatan proble -based learning yang mendorong siswa berpikir kritis terhadap realitas
(Nasrullah et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh teori pedagogi kritis Paulo Freire yang
menckankan pentingnya critical conscionsness (Freire, 2005). Siswa tidak hanya memahami
materi, tetapi juga mulai menyadari permasalahan sosial di sekitarnya.

Dalam kerangka civic engagement, strategi ini telah mendorong terbentuknya tipe warga
participatory citizen sebagaimana dikemukakan oleh Joel Westheimer dan Joseph Kahne
(Westheimer & Kahne, 2004). Namun, belum sepenuhnya mencapai justice-oriented citizen
karena keterlibatan siswa masih terbatas di lingkungan sekolah (Westheimer & Kahne, 2004).
Jika dikaitkan dengan amar ma’ruf nabhi munkar, strategi ini berada pada tahap bil lisan, yaitu
partisipasi melalui diskusi, argumentasi, dan kesadaran kritis. Hal ini juga sejalan dengan teori
deliberatif dari Jurgen Habermas yang menekankan pentingnya ruang dialog sebagai dasar
demokrasi (Rizqgian, 2025). Dengan demikian, madrasah telah berhasil menciptakan ruang
publik mini di dalam kelas, namun belum memperluasnya ke masyarakat.

Bagian hambatan merupakan temuan paling kritis karena menjelaskan mengapa
implementasi belum optimal. Hambatan seperti kebijakan yang masih implisit, ketimpangan
antar kelas, dominasi pembelajaran teoritis, dan minimnya pengalaman nyata menunjukkan
adanya policy-practice gap (Martin et al., 2024). Jika dianalisis menggunakan teori George C.
Edwards 111, terlihat bahwa (1) Kejelasan kebijakan lemah karena masih implisit, (2) Sumber
daya terbatas karena minim pengalaman nyata, (3) disposisi pelaksana tidak merata karena
ketimpangan pemerolehan strategi pembelajaran antar kelas (4) Struktur belum terintegrasi
karena program kurang diterapkan dalam konteks lintas mata pelajaran. Artinya, secara
sistemik, implementasi belum didukung oleh struktur kebijakan yang kuat.

Dalam perspektif Robert Putnam, kondisi ini menyebabkan partisipasi siswa hanya
berkembang dalam bentuk bonding social capital atau dalam sistem internal sekolah kurang kuat
dalam mengembangkan hal tersebut (Putnam, 2025), kemudian belum mencapai bridging social
capital (keterlibatan dengan masyarakat luas) (Gentry et al., 2025). Ini menjelaskan mengapa
ctvic engagement masih bersifat terbatas.

Dalam konteks Islam, hambatan ini mencerminkan apa yang dikritik oleh Fazlur
Rahman sebagai moral verbalism, yaitu kondisi di mana nilai kebaikan diajarkan tetapi tidak
diwujudkan dalam tindakan nyata (Duryat, 2021). Dengan kata lain, madrasah sudah kuat
dalam amar ma’ruf sebagai nilai, tetapi belum optimal dalam #ahi munkar sebagai aksi sosial.
Dua faktor pendukung yang ditemukan yaitu kebijakan konseptual yang kuat dan kemudahan
akses kerja sama dengan lembaga pemerintah merupakan modal strategis Selain itu, menurut
Nurcholish Madjid, madrasah memiliki keunggulan karena berbasis nilai religius yang kuat.
Artinya, secara kultural dan ideologis, madrasah sebenarnya memiliki potensi besar untuk
menjadi pusat pengembangan cvic engagement berbasis Islam. Namun, temuan menunjukkan
bahwa potensi ini belum dikembangkan menjadi program sistemik yang mendorong aksi
sosial nyata siswa.
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Implementasi cvic engagement di Madrasah Aliyah telah berhasil membangun fondasi
kuat pada aspek nilai (%i/ galb) dan diskursus (bi/ lisan), namun belum optimal pada aspek
tindakan nyata (bi/ yad). Kesenjangan ini disebabkan oleh lemahnya struktur kebijakan,
dominasi pembelajaran teoritis, serta terbatasnya pengalaman sosial siswa. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan kebijakan yang lebih eksplisit dan program berbasis pengalaman nyata
agar siswa tidak hanya menjadi partisipan, tetapi juga agen perubahan sosial.

Bentuk Implementasi dan Dampak Kebijakan Pendidikan di Madrasah Aliyah
Dalam Meningkatkan Partisipasi Kewarganegaraan Siswa Dalam Perspektif Civic
Engagement Dan Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Bentuk Implementasi dan Dampak Implementasi

'

v ¥
Prakiil: Empiris Dampak
¥ ¥

1 Mengaitkan pembelajaran PFEn dengan Ranah Kognitif : pembelsjaran vang
kondisi empiris dan fakinal veng terjadi di hanya diterapken pada beberapa kelas
Indomnesia. telah  mampu  mendorong  siswa

2. Melaksanakan diskusi mensenai berbagai memahami  isu  sosial-politik  secara
problematika politik di Indonesia. kontekstnal  serta memilildi  literasi

3. Melaksanakan pembelajaran PAT vang kewarganegaraan dasar, meskipun masih
dikaitkan dengan dinemika sosial-politik di terbatas dan belum merata.

Indeonesia.

4 Menvelensgarakan kegiatan kerja bakt Fanah Afektif: Diskusi dan wawancara
ibersih-bersih linglunsan sekolah) secara menumbuhlian benih kesadaran kritis dan
rutin setiap hari Jumat. kepedulian terhadap persoelan publik,

3. Melaksanakan kegiatan sosial, seperti bakt namun belum berkembang kuat karena
sozial, =amtuman  anmak  yatim, dan kurangnya penckanman pada ndilai civie
pengealanzan  bantuan unfuk  korban engagement secara konsisten.
bencans alam.

6.  Menerapksn pengambilan keputusan secara Ranah Psikomotorik: keterlibatan sizwa
demolratis melalui pemilihan ketua 0513 dalam praktik nyvata masih rendsh dan
dan ketua orgamisesi dalam kegiatan cEn = insidental, skibat minimnys
kepramukaan pengalaman falktal serta korangnyva kerja

7. Melaksanakan kampanye digital vang sama sekolah dengan pihak eksternal
mencakup literasi digital, anti-hoalks, dan Temman ini mensgaskan bahwa dampak:
penguatan nilai toleransi yvang muncul masih bersifat parsial dan

& Melaksanakan kegistan wawancara atau belum membeantuk keterlibatan
studi lapangan demgan petugas Komisi kewargean yang utuh
Pemilihan U (BEFPUL

Tabel 3. Bentuk Implementasi dan Dampak Kebijakan Pendidikan

Hasil penelitian pada gambar menunjukkan bahwa bentuk implementasi cvic
engagement di Madrasah Aliyah telah diwujudkan melalui delapan praktik empiris yang
mencakup integrasi pembelajaran kontekstual (PPKn dan PAI), diskusi isu politik, kegiatan
sosial, praktik demokrasi (pemilihan OSIS), kampanye digital, hingga studi lapangan dengan
KPU.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan van meter & van horn serta
Edward III, praktik-praktik tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pendidikan telah
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diimplementasikan pada level operasional oleh guru sebagai street-level bureancrats (Larsen et
al., 2025) yang menerjemahkan kurikulum ke dalam aktivitas nyata di kelas dan luar kelas.
Namun demikian, temuan juga mengindikasikan bahwa implementasi ini belum berjalan
optimal karena masih bersifat parsial, tidak merata antar kelas, dan belum didukung oleh
penguatan struktur kebijakan serta kolaborasi eksternal yang intens.

Dari sisi dampak terhadap siswa, temuan menunjukkan pola yang selaras dengan
kerangka civic engagement yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah
kognitif, siswa telah mampu memahami isu sosial-politik secara kontekstual serta memiliki
literasi kewarganegaraan dasar. Hal ini sejalan dengan konsep wwic literacy (Galston, 20006),
namun masih terbatas karena implementasi pembelajaran hanya terjadi pada beberapa kelas,
sehingga belum merata dan belum mencapai kedalaman analisis yang kuat. Pada ranah afektif,
diskusi dan wawancara terbukti menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian terhadap
persoalan publik. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju participatory citizen
dalam kerangka Westheimer & Kahne (Westheimer & Kahne, 2004), tetapi belum konsisten
karena kurangnya penekanan sistematis terhadap nilai cvic engagement (Westheimer & Kahne,
2004b). Akibatnya, sikap yang terbentuk masih berada pada level kesadaran awal dan belum
sepenuhnya berkembang menjadi orientasi keadilan (justice-oriented) (Irfan, 2025).

Sementara itu, pada ranah psikomotorik, keterlibatan siswa dalam praktik nyata masih
rendah dan cenderung insidental. Berdasarkan perspektif Verba, Schlozman & Brady (Salma
& Muslim, 2025), kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prasyarat utama partisipasi,
khususnya pada aspek resources atau pengalaman nyata, dan recruitment atau jejaring sosial/ketja
sama cksternal. Minimnya kolaborasi dengan lembaga luar dan kurangnya pembelajaran
berbasis pengalaman menyebabkan siswa belum terbiasa melakukan aksi sosial-politik secara
berkelanjutan.

Secara integratif, temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi cic
engagement di madrasah telah menghasilkan dampak positif pada aspek pengetahuan dan sikap,
tetapi belum bertransformasi secara optimal pada aspek tindakan. Dalam kerangka Amar
Ma’ruf Nahi Munkar, kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendidikan baru mencapai
tahap ma'rifa (pengetahuan) dan radah (kesadaran/sikap), namun belum sampai pada tahap
‘amal (tindakan nyata) secara sistematis. Dengan demikian, menjawab rumusan masalah
penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk implementasi sudah variatif dan relevan, tetapi
dampaknya terhadap siswa masih bersifat parsial, belum utuh, dan belum mampu
membentuk keterlibatan kewargaan yang aktif, kritis, dan berkelanjutan.

D. PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan
dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1
Lamongan menunjukkan capaian yang belum sepenuhnya optimal pada tiga aspek utama.
Pertama, pada aspek bentuk kebijakan, madrasah telah memiliki kebijakan berbasis nilai yang
tertuang dalam visi-—misi dan praktik pembelajaran. Kebijakan ini secara konseptual telah
mengarah pada penguatan civic engagement, namun masih bersifat normatif dan belum
dirumuskan secara operasional dan sistematis. Dalam perspektif amar ma’ruf nabhi munkar,
kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan baru berada pada tahap b/ galb, yaitu internalisasi
nilai tanpa dukungan mekanisme kelembagaan yang kuat. Kedua, pada aspek proses
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implementasi, pembelajaran telah mengarah pada pendekatan dialogis, kontekstual, dan
berbasis isu sosial yang mendorong kesadaran kritis siswa. Hal ini menempatkan siswa pada
kategori participatory citizen dalam kerangka cwvic engagement. Namun, implementasi belum
merata, masih didominasi pendekatan teoretis, serta minim pengalaman nyata dan kolaborasi
cksternal. Dalam perspektif amar ma’ruf nabi munkar, tahap ini berada pada bil lisan, yaitu
partisipasi melalui diskursus dan kesadaran kritis.Ketiga, pada aspek implementasi dan
dampak, berbagai praktik telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan
pengetahuan dan sikap kewarganegaraan siswa. Namun, keterlibatan dalam tindakan nyata
masih rendah dan bersifat insidental, sehingga belum mencapai kategoti justice-oriented citizen.
Dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar, kondisi ini menunjukkan bahwa proses belum
mencapal tahap bi/ yad sebagai bentuk aksi sosial yang nyata dan berkelanjutan. Dengan
demikian, implementasi kebijakan pendidikan di madrasah masih bersifat parsial, yaitu kuat
pada aspek nilai dan kesadaran, tetapi lemah pada aspek tindakan. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan kebijakan yang lebih operasional dan pengembangan program berbasis
pengalaman nyata agar siswa dapat berkembang menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan
berorientasi pada perubahan sosial

Saran
Untuk lembaga Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan diperlukan adanya penguatan

implementasi cvic engagement dengan merumuskan kebijakan yang lebih eksplisit dan
operasional, serta memastikan pemerataan pelaksanaan di seluruh kelas. Pembelajaran
hendaknya diarahkan pada pengalaman nyata melalui proyek sosial dan kolaborasi dengan
lembaga eksternal, sehingga siswa tidak hanya memahami tetapi juga terlibat langsung dalam
kehidupan masyarakat. Selain itu, integrasi civic engagement petlu diperluas ke seluruh mata
pelajaran dan didukung oleh pembelajaran berbasis isu aktual agar relevan dengan kondisi
sosial. Penguatan kapasitas guru juga menjadi penting agar mampu menerapkan strategi
pembelajaran yang kritis dan partisipatif. Dengan langkah tersebut, diharapkan madrasah
mampu mendorong terbentuknya siswa yang tidak hanya sadar secara kognitif, tetapi juga
aktif dan berkelanjutan dalam partisipasi kewargaan..
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